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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana upaya yang 
dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian capjikia di 
wilayah Polresta Surakarta dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh 
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian capjikia di wilayah 
Polresta Surakarta dengan mengambil data dan mewawancarai pihak kepolisian 
khususnya pada unit Reskrim yang menangani tindak pidana umum termasuk 
tindak pidana perjudian capjikia. Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa 
bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapay 
dilihat dari upaya yang dilakukan yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif dan 
upaya represif. Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian 
capjikia mendapat kendala antara lain kurangnya respon masyarakat terhadap 
sosialisasi dan kendala yang dihadapi kepolisian saat mencari informasi mengenai 
tindak pidana perjudian capjikia. 
 




This study aims to find out about how the efforts made by the police in tackling 
the criminal act of capjikia gambling in the Surakarta police area and also to find 
out the obstacles faced by the police in tackling the capjikia gambling crime in the 
Surakarta Polresta region by taking data and interviewing the police especially the 
criminal unit which deals with general criminal offenses including the capjikia 
gambling crime. The research results obtained by the author that the form the 
efforts made namely pre-emtive efforts, preventive efforts and repressive efforts. 
The police in an efforts to tackle cajikia gambling crimes get obstacles including 
the lack of public reponse to socialization and the obstacles faced by the police 
when searching for information about the capjikia gambling crime. 
 
Keywords: police efforts and obstacles in overcoming capjikia gambling. 
 
1. PENDAHULUAN 
Perjudian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 303 
adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat 
untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih 
atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang 
turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. 
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Perjudian menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang 
Penertiban Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal 
dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata 
tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan 
agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada 
lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindar ekses-ekses negatif yang lebih parah. 
Perjudian, menurut Kartini Kartono, adalah Pertaruhan dengan sengaja, 
yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan 
menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, 
permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum 
pasti hasilnya (Kartono, 2005: 56). 
Sedangkan menurut Dali Mutiara, perjudian adalah permainan judi berarti 
harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang 
kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan atau segala 
pertaruhan dalam perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut 
sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain 
(Mutiara, 1962: 220). 
Menjalankan tugaspokok memeliharan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu 
kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. 
Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. 
Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadanan 
bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau 
perorangan dan memberikan rasa bebas dari kerusakan atau kehancuran yang 
mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari 
ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari 
jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran 
norma-norma (Brotodiredjo, 1997: 22). 
Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 
2002 dirinci dalam Pasal 13, terdiri dari: 
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1) Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan 
masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; 
2) Menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas di jalan; 
3) Membina masyarakat untuk mengingatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan; 
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 
khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan 
swakarsa; 
7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 
8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian; 
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 
hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan 
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM; 
10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 
instansi atau pihak yang berwenang; 
11) Memberikan pelayan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam 
lingkup tugas kepolisian; serta 
12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
(Sadjijono, 2009: 113). 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka 
untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan 
diteliti untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka 
penulis merumuskan masalah yaitu (1) Bagaimana upaya Polresta Surakarta 
dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Capjikia di wilayah Surakarta? (2) 
Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polresta Surakarta dalam penegakan 
hukum tindak pidana perjudian Capjikiadi wilayah Surakarta? (3) Bagaimana 
perjudian Capjikia dalam perfektif islam? Adapun tujuan yang hendak dicapai 
oleh penulis dalam penelitian ini adalah (a) Mengetahui tentang bagaimana upaya 
Polresta Surakarta dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Capjikia di 
wilayah Surakarta. (b) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polresta Surakarta 
dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian Capjikia di wilayah Surakarta 
(c) Mengetahui perjudian Capjikia dalam prefektif islam. Manfaat penelitian ini 
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adalah dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan lagi bagi penulis dan 
pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan khususnya manfaat praktis 
mengenai penanggulangan perjudian Capjikia yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian Polresta Surakarta di wilayah Surakarta dan dapat mengetahui upaya 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan perjudian Capjikia 
di wilayah Surakarta. 
 
2. METODE 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 
beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya (Khudzaifah Dimyati & 
Kelik Wardiono, 2004: 3). 
Metode yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan hukum empiris. 
Pendekatan hukum empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan 
masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan 
dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan (Soerjono Soekano dan 
Sri Manudji, 1985: 53). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu 
penelitian deskriptif (Soerjono & Abdul Rahman, 2003). Dengan demikianakan 
memberikan gambaran data secara selengkap-lengkapnya, sistematis dan 
menyeluruh tentang penanggulangan perjudian Capjikia. Penelitian ini dilakukan 
di Polresta Surakarta dan di wilayah hukum Surakarta, pengambilan lokasi ini 
dengan pertimbangan bahwa adanya sumber data yang dimungkinkan dan 
memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Data yang disajikan dari sumber-
sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian 
Capjikia di Wilayah Surakarta 






3.1.1 Upaya pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha 
yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-emtif menanamkan norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-emtif factor 
niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada 
saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan 
mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi 
yang berjaga. 
3.1.2 Upaya Preventif 
Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih 
dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif 
yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya 
kejahatan. Contohnya ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu 
dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, 
dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi 
dalam upaya preventif kesempatan ditutup (Alam, 2020: 79). 
Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha 
pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam 
masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan 
tindak pidana perjudian, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu 
kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang baik kembali, sebab 
kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat 
kecil sehingga usaha preventif ini sangat penting, bagaimana juga pencegahan 
masih jauh lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan yang dapat 
dilakukan oleh kepolisian adalah (Dirdjosisworo, 1986: 155): Melakukan 
penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Membentuk tim untuk mengawasi 
tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian. Memperkuat keyakinan 
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agama bagi setiap individu karena semua agama melarang adanya perjudian. 
Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.  
3.1.3 Upaya Represif 
Upaya represif adalah upaya penanggulangan yakni segala upaya yang ditujukan 
kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan 
yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya (Dirdjosisworo, 1986: 155). 
Yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan 
agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan 
tindak pidana (Arief, 2005: 23). Upaya represif adalah suatu upaya 
penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya 
kejahatan. 
Dari hasil pengamatan penulis metode preventif dianggap paling efektif 
yaitu melalui penyuluhan dan pendekatan yang dilakukan oleh alim ulama dan 
tokoh masyarakat notabennya berhadapan langsung dengan masyarakat dan 
memahami kondisi sosial dari masyarakat. 
3.2 Kendala yang dihadapi oleh Polresta Surakarta dalam Menanggulangi 
Tindak  Pidana Perjudian Capjikia di Wilayah Surakarta 
Untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman dan damai 
dibutuhkan kebersamaan dan kerjasama antara polisi dengan masyarakat, 
sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan. 
Namun dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada 
beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polresta Surakarta 
adalah sebagai berikut: 
3.2.1 Masyarakat tertutup memberikan informasi 
Ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan 
tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya 
laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan 
beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya 
tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga 
 
7 
dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesame warga desa 
sehingga untuk pelapor kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat. 
3.2.2 Adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu 
Jika hal ini terjadi jarang ada oknum yang berusaha untuk berdamai dengan 
petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai dan ada pula yang 
berusaha melawan karena merasa mereka selama ini harus segera ditindak lanjuti 
demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat. 
3.2.3 Pelaku melarikan diri 
Polisi ingi melakukan penggrebekan di tempat yang diduga sebagai tempat 
dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi tersebut sudah tidak 
berada di tempat atau sudah melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya seseorang 
yang membocorkan atau memberitahu informasi penggrebekan kepada pelaku 
bahwa polisi akan melakukan penggrebekan, sehingga pelaku dengan cepat 
melarikan diri. Akan tetapi tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus 
melakukan pengejaran sampai pelaku tertangkap. 
3.3 Perjudian Capjikia dalam Perfektif Islam 
Dalam bahasa Arab, judi biasa disebut dengan kata qimar. Menurut Munjid qimar 
diartikan dengan permainan yang menjanjikan bahwa yang menang akan 
mendapatkan sesuatu dari yang kalah (Abbas, 1981: 51). 
Para ulama sepakat bahwa qimar (perjudian) itu haram, namun Allah 
hanya menyebutkan maisir yang merupakan bagian dari perjudian, karena qimar 
tersebut dianalogikan kepada maisir. Padahal maisir itu hanya menjadi qimar 
(perjudian) bila pada unta saja (Qurtubi, 2008: 117). Almaisir adalah perjudian 
yang dilakukan oleh orang Arab dengan menggunakan anak panah (Qurtubi, 
2008: 118). 
Dalam kitab Ash-Shihaah tertera: yasara al qaumu al jazuur, yakni 
mereka menyembelih unta itu dan membagikan anggota tubuhnya. Dikatakan, 
“yasara al qaum(orang-orang yang berjudi),” apabila mereka berjudi dan rajulun 
yasarun wa yaasarun(orang itu pejudi)”. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa 




Hosen, seorang ulama fiqih asal Indonesia, berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan al-maisir itu adalah permainan yang menggunakan unsure 
taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-
hadapan dalam suatu majelis(tempat) (Dahlan, 1996: 1054). 
Dapat disimpulkan bahwa maysir adalah kegiatan atau permainan yang 
mengandung unsur taruhan, serta permainan yang melalaikan diri dari mengingat 
Allah SWT dan mengerjakan shalat. Permainan yang mengandung unsur taruhan 
itu, di Indonesia disebut dengan judi. Sementara taruhan yang dipasang dalam judi 
pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian tak jarang yang dijadikan sebagai 
taruhan adalah benda-benda lain, bergerak atau tidak bergerak dan juga bisa 




Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian capjikia di 
wilayah Surakarta adalah upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. 
Dari hasil pengamatan penulis metode preventif dianggap paling efektif yaitu 
dengan cara mencegah terjadinya tindak pidana perjudian. Yang Pertama, Pihak 
Kepolisian memberikan peringatan kepada pelaku tindak pidana perjudian 
capjikia yang bisa melakukan perjudian di tempat umum, Kedua, Pihak 
Kepolisian menjalin hubungan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat agar 
membantu member pengarahan serta bimbingan terhadap masyarakat. 
Untuk melakukan pemberantasan pemberantasan perjudian capjikia 
Polresta Surakarta mengalami banyak kendala yang ditemui di lapangan. 
Kendalanya yaitu Pihak Kepolisian saat mencari informasi, masyarakat tertutup 
memberikan informasi mengenai perjudian capjikia, kurangnya kesadaran 
masyarakat bahwa perjudian bisa menganggu kondisi ekonomi masyarakat, 
adanya pihak-pihak tertentu yang menjadi ‘backing’ tindak pidana perjudian. 
Perjudian capjikia dalam perfektif islam adalah permainan yang 
mensyaratkan pihak pemenang mengambil sesuatu (harta) dari pihak yang kalah 
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atau perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan 
perbuatan itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya. 
1.2 Saran 
Penulis memberikan saran khususnya kepolisian guna menerjunkan lebih banyak 
lagi anggotanya kedalam masyarakat serta meningkatkan upaya patroli atau 
pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan untuk melakukan 
perjudian. 
Masyarakat umum hendaknya dapat lebih ikut serta berperan aktif dalam 
membantu pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian capjikia. 
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